i 4 e L T N3t e sam il

| SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

: BUPATI KARANGANYAR

K ‘bahwa untuk melaksanakan ketentukan Pasal 25 Pasal 33
 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 38
" Pasal 40, dan Pasal 200 ayat (2) Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang'
Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan

Peraturan } Bupat1 tentang | Petunjuk Pelaksanaan .

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan
Status, Penggunaan Barang Milik Daerah serta Penggunaan -

Sistem Informasi Manajemen Aset

LL Undang-Undang Nomor 13' Tahun 1950 terité.ng :

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
lengkungan Provinsi Jawa Tengah - | =
2! Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
"Dasar Pokok-Pokok Agrana (Lembaran Negara Repubhk
Indonesm Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
B Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu_bl_ik -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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: Menetapkail

Negara Republik Indonesia Nomorv.5587) sebagaimana
telah ~ diubah = beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015, tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanA
Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak ‘Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

’ 1996 Nomor 58, 'I‘ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

§. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
‘Negara/ Daerah (Lembaran .Negara Republik Indonesia
’I‘ahtin 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
'Repubhk Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

| Tahun 2019 tentang Pengélolaan Barang Milik Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 20 19
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 95);

- MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, PENETAPAN DAN
PENGALIHAN STATUS, PENGGUNAAN BARANG MILIK
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DAERAH SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET. |

BABI
' KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Bupat1 adalah Bupati Karanganyar

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesm yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ,
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiinpin
pelaksanaan urusan pemerintah  yang menjadi
kewenangan Daerah otonom. .

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan |
pemerintahan di Daerah. |

Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dan pcrolehan lamnya yang
sah,

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik
Daerah selaku pejabat péngelola keuahgan Daerah. .
Perigurus Barang Milik Daerah adalah Pejabat dan/atau
Jabatan 'Fungsional Umum yang diserahi‘ dan/atau
membidangi tugas mengurus Barang Milik Daerah.
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10.

11

12,

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi
mgaé dan/atau membidangi mener:ima,'-vmenyimpan,
mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik
Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. |

Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah yahg

memegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah

selaku pejabat pengguna anggaran.

) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat
vyang melaksanakan fungs1 tata usaha Barang Mﬂlk

Daerah pada Pengguna Barang _

Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang
Milik Daerah yang mempunyau Jabatan Fungsmnal
Umum untuk diserahi dan/ atau memb1dang1 tugas

'menenma, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan

Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang,

13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus

Barang yang membantu Pengurus Barang Pengguna

dalam penyiapan administrasi maupun teknis

penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna

Barang.

14.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya

disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala

‘unit Kerja yang merupakan Kuasa penguna anggaran

atau pejabat ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk

"mendapat limpahan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

15. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yahg

melaksanakan satu atau beberapa program.

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

17.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,



nt

péngadaan,‘ Penggunéan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penvilaian,_ ' pemindahtanganan,
pemusnahan, | penghapusan, penatausahaan  dan
bembinaan pengawasén dan pengendalian.

18. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan )
pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang’
sedang berJalan sebagai dasar dalam melakukan
tmda.kan yang akan datang ,

19. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya dlsmgkat
RKBMD ~adalah dokumen perencanaan pengadaan
kebutuhan BMD untuk penode 1 (satu) tahun '

| 20. RKBMD pemehharaan ‘adalah dokumen perencanaan

pengadaan kebutuhan pemehharaan terhadap BMD
untuk periode 1 (satu) tahun. | } }

21. Standar Barahg adalah‘ spesifikasi barang yang

- ditetapkan sebaga1 acuan pengh1tungan pengadaan BMD

| dalam perencanaan kebutuhan ,

22. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah bai'ang yang
dlbutuhkan sebagau acuan perhitungan pengadaan dan
penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.

23.Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan

. sebagai acuan pengadaan BMD dalam perencanaan
kebutuhan. | ) :
24.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang daiam mengelola dan menatausahakan
'BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat

- Daerah yang bersangku_tan. |

BAB II
RUANG LINGKUP

~ Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata cara penyusunan RKBMD;



‘b. tata cara penetapan status Penggunaan BMD oleh
Bupatl '

c. tata cara penetapan status Penggunaan BMD oleh
- Pengelola Barang;

d. tata cara Pengalihan status Penggunaan BMD;
e. tata cara Penggunaan Sementara BMD;

tata cara Penggunaan BMD yang dioperasionalkan oleh
pihak lain; dan |

g. ‘Penggunaan S1stem Inforrna31 Mana_]emen Aset

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH |

} Bagxan Kesatu
Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang M111k
Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 3
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan Pengadaan
BMD di lingkungan Kuasa Pengguna- Barang yang
dipimpinnya. ' , ‘ |
(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan
Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua

bulan Mei.

Pasal 4
(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan
Pengadaan BMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2}
paling lambat minggu ketiga bulan Mei. '
(2) Pengguna Barang melakukan penelaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan'
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Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus

| Barang Pengguna
(3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan untuk : |
a review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan -
RKBMD Pengadaan BMD;

b memastikan kebenaran data masukan. -
(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) menjadi dasar Pengguna Barang dalam
 menyusun RKBMD Pengadaan pada tingkat Pengguna

~ Barang.

~ Pasal

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan
Pengadaan BMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
dltuangkan dalam Berita Acara dan d1tandatangan1
Pengguna Barang dengan format sebaga.tmana dimaksud
dalam Lampiran. '
(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
BMD berdasarkan hasil  penelaahan sebagaunana
' dimaksud pada ’ayat (1) untuk disampalkan kepada
Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan

Mei. . o

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna

Barang

Pasal 6
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan Pemeliharaan
BMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang

dipimpinnya.
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(2) Kuasa | Pengguna | Barang menyampaﬂ{an usulan .
Pemehharaan BMD sebagaJmana dunaksud pada ayat (1) .

kepada Pengguna Barang pahng lambat mmggu kedua
: bulanMel ) ' o

Pasal 7

RKBMD Pemehharaan yang dlsampa.lkan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 6 :
 ayat (2) pahng Iambat mlnggu ketlga bulan Mei. |
(@ ) Dalam penelaahan usulan pemehharaan BMD yang
. | dlsampalkan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaxmana -
o d;maksud ‘pada ayat (D), _Pengguna ' Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatauséhaan_;?engguha :

’Barang dan Pengurus ‘Barang ‘Pengguna untuk E

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan k

melakukan penehtxan - .terhadap kebenaran dan -

Ll kelengkapan usulan RKBMD pemehharaan
s ) Penelaahan atas usulan Pernehharaan BMD yang |
f . | dlsampalkan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana |

dimaksud pada ayat (2) untuk niemastikan”kebena;fan

data masukan (input) _p_enyusunan RKBMD pemeliharaan
"B‘MD.'T"H” ‘, .
(4) Hasﬂ pene]aahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)
dxgunakan oleh Pengguna Barang ‘dalam menyusun
"RKBMD Pemehharaan BMD tlngkat Pengguna Barang .
~ yang memuat informasi antara lain: =
. a. narna Kuasa Pengguna Barang,
| nama Pengguna Barang,
nama barang yang d1pel1hara, } |

usulan kebutuhan pemehharaan, dan

NI

e ‘_dlsetujul |

o o Pasal 8
(1) Hasﬂ penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD -

Pemehharaan yang dxsampalkan oleh Kuasa Pengguna

- rencana kebutuhan pemehharaan BMD yang |



Barang sebagairriana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani

-~ Pengguna Barang dengan format sebagannana dimaksud

dalam Lampiran.

(2) Kuasa  Pengguna  Barang menyusun  RKBMD

Pemeliharaan BMD berdasarkan hasil penelaahan

sebagaimana dunaksud pada ayat (1) untuk disampaikan

“kepada Pengguna Barang pahng lambat minggu keempat

(1)

bulan Mei.

, Bagién Ketiga
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang M111k Daerah
’ pada Pengguna Barang

, Pasal 9 |
Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan BMD

~dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Kuasa Pengguna
' Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

dan Pasal 8 ayat (2) untuk d1sampa1kan kepada Pengelola

Barang.

(2)

e o o

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani

‘oleh Pengguna Barang dan data barang antara lain :

a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; |

laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
f. lapdran Daftar Barang Pengelola tahunan; |
- g laporan Daftar BMD semesteran; dan
h. laporan Daftar BMD tahunan;

)

Penyampaian RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
dilakukan paling lambat minggu kesatu bulan Juni.



| Bagian Keempat
Tata Cara Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
' Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

o Pasal 10

(1) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas RKBMD
Pengadaan BMD dari Pengguna Barang dilakukan
terhadap: }

a. relevansi program dengan rencana keluaran (output)
~ Pengguna Barang, | S e
b. optimalisasi Penggunaan BMD yang berada pada
Pengguna Barang; dan
C. 'efekt1v1tas Penggunaari BMD yang berada pada
Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam
‘rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat
- Daerah. v . _

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD ‘. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memperhatikan: ‘

a. kesesuaian program perencanaan dan standar
- perencanaan kebutuhan BMD ’ﬁlengacu pada rencana
~ kerja Perangkat Dacrah dan berpedoman pada

Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar
“Harga; dan '

b. data barang sebagaunana d1maksud dalam Pasal 9 -

ayat@. -

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil
Penela.ahan RKBMD Pengadaan BMD yang
sekurang-kurangnya memuatﬁ ’ |
a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

C. program;

d. kegiatan;



' | e data daftar barang pada Pengguna Barang dan/ atau
- daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang, dan

o f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang dlsetu_]m |

(4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagalmana
‘d1maksud pada ayat ’ (1), v Pengelola | Barang".f‘
mengxkutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan .
- ‘Pengurus Barang Pengelola untuk menylapkan dan
memberlkan pernmbangan terhadap kebenaran dan
:. kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan  yang
" dllaksanakan pahng lambat m1nggu kedua bulan Jum .

_ : S Pasal 1 1 o :
(1) Hasﬂ Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna
Barang sebaga.lmana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ‘

| - dltandatangam oleh Pengelola Barang ‘ S
. (2) Pengguna Barang memperbaxkl RKBMD Pengadaan
berdasarkan has1l penelaahan sebagalmana dlmaksud o
v ' pada ayat (1] | - o o
‘, (3) RKBMD Pengadaan sebagalmana dxmaksud pada ayat (2)‘ |
dlsampmkan kembah oleh Pengguna Barang kepada , |
Pengelola Barang palmg 1ambat minggu ketlga bulan_ |

e Jun1

,, o Baglan Kehma j ,
'I‘ata Cara Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang M111k
‘ Daerah Pemehharaan Barang M111k Daerah BT

Pada Pengelola Barang .

R T Pasal 12 - .
| (1} Pengelola Barang melakukan penelaahan atas RKBMD o |
- Pemehharaan BMD dan Pengguna Barang. ,
- (2) Penelaahan atas N RKBMD Pemehharaan o BMD

’sebagalmana dxmaksud _' pada ayat (1)‘”

sekurang—kurangnya memperhatlkan daftar barang pada
| “Pengguna Barang yang memuat mformasx mengenai

status barang dan kond1s1 barang



(3)

o sebagalmana dimaksud pada ayat (2) d1tuangkan dalam N
- hasil penelaahan RKBMD Pemehharaan BMD yang

Penelaahan atas RKBMD Pemehharaan | BMD o

sekurang-kurangnya memuat

a. nama Kuasa Pengguna Barang,

| b.f{ nama Pengguna Barang,

o nama barang yang dlpehhara,
- d usulan kebutuhan pemehharaan dan -
e rencana kebutuhan yang dlsetu_]ul S
)

Dalani melaksanakan penelaahan BMD sebagalmana .

.dlmaksud pada -ayat (1), Pengelola Barang}

- men_g;kutscrtakan Pejabat. _Pcnatausahaan Barang dan
Pengurus ’Bar‘ang' Pengelol'a.'- untuk menyiapkan dan

,memberikan‘ peftimbangan térhadapﬁ »keben’aran : dari

: keIengkapan usulan RKBMD Pemehharaan yang-.

0 B

dllaksanakan pahng lambat mmggu kedua bulan Jum ‘,

o o Pasa113 v o L
Hasﬂ Penelaahan RKBMD Pemehharaan BMD dan,

o vPengguna Barang sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 12

~ ayat (3) dltandatangam oleh Pengelola Barang

@

'vPengguna Barang memperba1k1 RKBMD Pemehharaan

. BMD berdasarkan hasxl penelaahan sebagaumana

@

| 1(1)

‘dlmaksud pada ayat (1)
RKBMD Pemehharaan sebagmmana dlmaksud pada ayat

(2) dlsampeukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang palmg lambat mmggu ketlga bulan Juni.

. L Pasal 14 : o
RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemehharaan BMD dari
Pengguna Barang sebagalmana d1maksud dalam Pasal 11
ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) dltetapkan menJadl RKBMD‘

Pemenntah Daerah oleh Pengelola Barang.



(2) RKBMD Pengadaan BMD dan RKBMD Pemeliharaan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling

lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Keenam
Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan
| - Barang Milik Daerah

| | Pasal 15
(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
* (3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

‘ ~ Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
‘Untuk Kondisi Darurat o

‘ | Pasal 16 _
(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD

- terdapat kondisi danirat, pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan baru (new i' iriitiative) dan
penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam
' rangka: ‘, rencana  pengadaan dan/atau  rencana
pe~me1}iharaaﬁ BMD dilakukan berdasarkan mekanisme
pehgéhggaré.n-’ sesuai ketentuan peratﬁran
perundang-undangan.

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi‘ bencana alam dan gangguan keamanan skala

A besar.

'(‘3) vHasil pengusulan penjrediaan anggaran sébagaimana

dimakéud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna

Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan



- penyampaian RKBMD Perubahan dan/ atau RKBMD
~ tahun berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
blch Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan
tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang
‘disampaikan oleh Penggima Barang bersangkutah pada
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/ atau
APBD tahun anggaran benkutnya

 BABIV | |
TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH OLEH BUPATI

| Pasal 17 )
(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan
status Penggunaan BMD yang d1peroleh dari beban APBD
| dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.
(2) Pengajuan permohonan }sebagalmana dimaksud pada "
ayat (1) dilakukan setelah diterimanya BMD berdasarkan
dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang

berkenaan.

'(3) Permohonan penetapan statlis Penggunaan BMD

sebagaimana dimaksud pada‘ ayat (2) diajukan secara
tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupat1 paling
lambat pada akhir tahun berkenaan.

(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan  status
Penggunaan BMD setiap tahun. |

v Pasal 18
(1) Pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan
BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
disertai dokumen kelengkapan BMD.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut: S
a, BMD berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat;



EEE N BMDberupa bangunan yahg diperdle_h dan APBD : o

v yaitu:v. . . .
. 1 fotokopl Izm Mendmkan Bangunan (IMB), dan )

o c 20 fotokop1 dokumen perolehan

B C ' BMD berupa bangunan yang dlperoleh dan perolehan

1a1nnya yang sah sekurang-kurangnya : berupa

R '_dokumen Benta Acara Serah Terima (BAST);

- d BMD berupa tanah dan bangunan yang dlperoleh dan -

: w,:APBDyaltu

1, fotokop1 sertlﬁkat o
2 fotokopl Izm Mendmkan Bangunan (IMB), dan
3 fotokop1 dokumen perolehan o o

é.;’BMD berupa tanah dan bangunan dan Perolehan .

f 'la.mnya yang sah sekurang-kurangnya berupa' o
E _}dokumen Benta Acara Serah Tenma (BAST), I

’ f " 'BMD selam tanah dan/ atau bangunan Yang melmhkl -

o dokumen yaitu:

- 1 fotokop1 dokumen kepemﬂlkan, dan/ atau
: K 2 fotokop1 dokumen perolehan

. 8 BMD yang dari awal pengadaan d1rencanakan untuk

1

B dllakukan " pemlndahtanganan dengan ; ."cara
B penyertaan modal Pemenntah Daerah yaxtu |

1. fotokop1 dokumen pelaksanaan anggaran, SR

2. fotokop1 dokumen kepemlhkan, untuk BMD o

S »berupa tanah , - o ,
3. fotokop1 Iz1n Mendmkan Bangunan (IMB) untuk v
- BMD berupa bangunan, dan/atau L

- 4. Vfotokopl dokumen perolehan ;

Pasal 19

leecua.hkan dan ketentuan sebagalmana d1maksud-

| dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf d apablla BMD

' _berupa tanah belum mem111k1 fotokopl sertlfikat maka

dokumcn dnnaksud dapat dlgantl dengan
© a. aktajualbeh L
‘ b g1r1k



(2)

Ietter C o |

surat pemyataan pelepasan hak atas tanah;

 surat keterangan lurah atau kepala desa, jlka ada;

. benta acara penenmaan terkalt perolehan barang,

atau '

" g.} | lvdokumen lam yang setara dengan bukt1 kepermhkan

leecuahkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

’ : dalam Pasal 18 ayat {2) huruf b apablla BMD berupa

- v bangunan belum mem111k1 IMB dan dokumen perolehan

'dapat dlgantl dengan surat pemyataan dari Pengguna

‘ Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut'

dlgunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fung81

o ( 3)

' tanah dan bangunan yang dxperoleh dan APBD belum' o

' Perangkat Daerah

,D1kecua11kan dari ketentuan sebagannana dunaksud. = |

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d apablla BMD berupa B

| mem111k1 sertlﬁkat IMB dan dokumen perolehan dapat -

d1gant1 dengan surat pemyataan dan Pengguna Barang N

" yang rnenyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut‘ h

"dlgunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungs1

| ‘v..(4)

: Pengguna Barang yang menyatakan bahwa BMD selam |

Perangkat Daerah.

leecuahkan dari ketentuan sebagalmana d1maksud‘» |

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f apabﬂa BMD berupa .

selam tanah dan bangunan yang d1per01eh dan APBD

' belurn memlhkl dokumen kepemlhkan maka dokumen :

d1maksud dapat d1gant1 dengan surat pernyataan dan B

tanah - dan/ atau bangunan tersebut d1gunakan untuk |

penyelenggaraan tugas dan fungm Perangkat Daerah

'D1kecuahkan' dari ketentuan sebagmmana dlmaksud

- dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g angka 2 angka 3 dan

. angka 4 belum ada, maka pengajuan usul permohonanv '

' penerbltan status Penggunaan d1serta1 surat pernyataan

B ‘dan Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan
| bahwa barang tersebut adalah BMD yang dari awal}



pengadaannya direncanakan untuk dilakukan
pemindahtangan_an- dengan cara _’ penyertaan‘ modal
| Pemerintah Daerah., »
(6) BMD yang belum memiliki dokumen kepenuhkan tetap
harus menyelesaﬂ(an pengurusan dokumen kepemilikan

mesklpun telah dltetapkan status Penggunaan BMD.

| Pasal 20
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
| penetapan statiis Penggunaan BMD dari Pengguﬁé.
| Barang sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
| (2) Penelitian’ sebagamana dunaksud pada ayat | (1)
dllakukan terhadap kelengkapan dan kesesuélan
dokumen yang dlpersyaratkan | o
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagalmana dimaksud pada
yat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat o
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan.
penetapan status Penggunaan BMD; dan/ atau
b. melakukan pengecekan lapangan. o
(4) Kegiatan Pengelola Barang sebagalmana dlmaksud pada
, ayat (3) dllakukan terhadap BMD berupa tanah dan/atau
bangunan serta BMD selain tanah dan/atau bangunan
yang memiliki dokumen kepemlhkan atau dokumen lain
yang sah.

Pasal 21
(1) Berdasafkan hasil penelitiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1), Bupat1 menetapkan status
Penggunaan BMD. ' v
(2) Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada
| ayat (1) ditetapkén dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam hal Bupati tidak = menyetujui permohonan -
Pehgguna Barang sebégairnana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1), Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan



surat penolakan kepada Pengguna ‘Barang disertai
alasan

BAB V
~ TATA CARA PENETAPAN STATUS |
PENGGUNAAN BMD OLEH PENGELOLA BARANG

Pasal 22

( 1) Pengelola Barang menetapkan status Penggunaan barang
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati
yaitu selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi
tertentu kepada Pengelola Barang '

(2) Penetapan status Penggunaan barang oleh Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mekanisnie: . | o _‘

a. Péhgguhé : ﬁarahg | Sr‘nengajukén pennbhonan
penetapan status Penggunaan BMD yang dlperoleh
dari beban APBD dan perolehan Iamnya yang ‘sah
kepada Pengelola Barang;

b. pengajuan permohonan sebagaunana dlmaksud pada
huruf a dllakukan- " setelah diterimanya - BMD
.berdasarkan dokumen ' penerimaan barang pada
tahun anggaran yang berkenaan, dan ’

‘ c. "permohonan penetapan status Penggunaan BMD
" diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang
‘kepada Pengelola Bara_ng pahng lambat pada akhu'

' tahun berkenaan. |

(3) Pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan
BMD secbagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan
Pasal 19. ’

(4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan status
Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan penelitian sebagaimana ketentuan Pasal 20.



. (5) Berdasarkan hasﬂ penehuan Sebagalmana dlmakSud | o

pada ayat (4), Pengelola Barang menetapkan status‘
| ‘ PenggunaanBMD SR e e
(6) Dalam hal Pengelola }, Barang tldak menyetujm
permohonan Pengguna Barang sebagaumana dlmaksud
pada ayat (2) Pengelola Barang menerbltkan surat
penolakan kepada Pengguna Barang dlsertal alasan

| 'BABVI
TATA CARA PEN GALIHAN STATUS PEN GGUNAAN BMD
v Pasal 23 o :
1) Pengahhan status Penggunaan BMD berdasarkan 1ms1at1f '

 dari. Bupatl dllakukan dengan pembentahuan terleblhv
dahulu kepada Pengguna Barang -

| (2) Pengahhan :‘ status Penggunaan BMD berdasarkan o

permohonan dan Pengguna Barang kepada Pengguna

} Barang Ia.lnnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungS1
- dllakukan berdasarkan persetujuan Bupati. .

- (3) Pengahhan status Penggunaan sebagaumana dlmaksud
pada ayat (2] dﬂakukan terhadap BMD yang berada' '
dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak
| dlgunakan oleh Penggima Barang yang bersangkutan | |
" (4) Pengahhan status Penggunaan sebagalmana d1maksud .
| pada ayat (2) dllakukan tanpa kompensas1 da_n tldak- v
d11kut1 dengan pengadaan BMD penggantl -

Pasal 24

o (1) Pengahhan status Penggunaan BMD berdasarkan o

permohonan dari Pengguna Barang larna dlla.kukan o

dengan penga_]uan permohonan secara tertuhs oleh“»

Pengguna Barang kepada Bupa’a R o
(2) PengaJuan permohonan sebagalmana d1maksud pada-.
- ayat (1) palmg sedikit memuat S |
a data BMD : yang akan - 'clljialihkan’ }} status

Penggunaannya



S

.......
.

= ‘q°< ™o

b calon Pengguna Barang baru, dan

<. pengelasan serta perumbangan pengahhan status

Penggunaan BMD

‘(3) Data BMD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a,
antara 1a1n L . S

‘a. kode barang, .,

kode reglster, o _;;:‘ :
nama barang, S
. Jumlah

) JeIllS,

‘ mla1 perolehan

f n11a1 penyusutah,

. ﬁ:: n1leu buku |

B loka31

: ‘J.g':}':luas’ dan I S

- k tahun perolehan

@
' o :ayat (1) dllampxn ’.

Pengajuan permohonan sebagannana dlmaksud pada

a. ‘fotokopl daftar BMD sebagannana dlmaksud pada

”;"’f.'ayat (3) dan. e
o b surat pernyataan yang memuat kesed1aan calon o

Pengguna Barang baru untuk menenma pengahhan -

) . :v:v‘.f_‘_BMD dan Pengguna Barang lama '

(1)

o

Pasal 25

’Pengelola Barang melakukan peneht1an atas permohonan} S '
-pengahhan status Penggunaan BMD dan Pengguna .

B vBarang sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 24 ayat (1) |
vPenehtlan ’ sebagalmana dunaksud pada “ayat (1)» o

'dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesualan |

@

. dokumen yang dlpersyaratkan

Dalam hal hasil penehttan sebagmmana dnnaksud pada ’

‘ayat (2) belum mencukupl, Pengelola Barang dapat

a. memmta keterangan atau data tambahan kepada

Pengguna Barang yang mengajukan permohonan

pengahhan status Penggunaan BMD dan



o

~ b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang

baru.

Pasal 26

' (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 25, Bupati memberikan persetujuan
pengalihan status Penggunaan BMD.

~ (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Surat Persetujuan Bupati.
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat: |
a. data BMD yang akan  dialihkan staitus
Penggunaannya' -
b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru;
dan '

c. kewajiban Pengguna Barang lama.

| (4) Kewajiban ~ Pengguna - Barang 1ama ~ sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c ya.ltu

a. melakukan ‘serah tenma 'BMD ' kepada Pcngguna
‘Barang baru yang selanjutnya  dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST); dan |
 b. melakukan penghapﬁsan ’t»erhadap BMD yang telah
dialihkan dari daftar barang pada -‘P‘er}xgguna Barang

* berdasarkan surat keputusan penghapusan barang.
() Dalam hal Bupat1 tidak menyetu_]ul permohonaﬁ
Pengguna Barang, Bupah menerbitkan surat penolakan

kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

_ Pasal 27
(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2), Pengguna Barang lama
melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang

 baru.



o (2) Serah tenma BMD kepada pengguna Barang baru.

sebaga.lmana chmaksud pada ayat (1) pahng lama 1 (satu) o

bulan seJak persetu_]uan ahh status Penggunaan BMD
~ yang d1tuangkan dalam Benta Acara Serah Terima
- (BAST). '

N . (3) Berdasarkan } Benta Acara Serah Tenma (BAST)

. sebagalmana d1maksud pada ayat (2), Pengguna Barang
lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola
Barang atas BMD yang dlahhkan status Penggunaannya -
kepada Pengguna Barang baru dar1 daftar barang pada:
Pengguna Barang. } } }
(4) Usulan penghapusan sebagaJmana dlmaksud pada ayat“

(3) palmg lama 1 (satu) nunggu sejak tanggal Benta Acara,
- Serah Tenma (BAST) ' S L
- (5) Penghapusan BMD sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)' ’}

dltetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang

- _ Pasal 28 , v :
(1) Benta Acara Serah Terima (BAST) sebagalmana dlmaksud :
dalam Pasal 27 ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang

tentang penghapusan BMD sebagaimana dlmaksud‘

dalam Pasal 27 ayat (5) dﬂaporkan kepada Bupau dengan o

tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1
(satu) mmggu sejak kepu’cusan penghapusan d1tetapkan )
(2) Pengguna Barang dalam penatausahaan BMD melakukan '

: pencatatan berdasarkan persetujuan Bupatl Benta Acara: -

: Serah. Terima (BAST), dan keputusan penghapusan BMD.

: _ BAB VII , -
TATA CARA PEN GGUNAAN SEMENTARA _
BARANG MILIK DAERAH

o ‘ Pasal 29 . _ ,
(1) Pengguna Barang dapat mengajukan permohonan

Penggunaan sementara BMD yang berada dalam



penguasaan Pengguna Barang lain kepada Bupatl melalui

Pengelola Barang

(2) Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) palmg

sedikit memuat

a.
- b,

data BMD yang akan digunakan sementara;
Pengguné Barang yang akan menggunakan
sementara BMD; dan

pcnjeiasan serté. perﬁmbangan Penggunaan

sementara BMD

(3) Permohonan sebagalmana dunaksud pada ayat (1) harus

dllengkapl dokumen

a.

fotokopl keputusan penetapan status Penggunaan
BMD; dan -

fotokop1 surat permmtaan Penggunaan sementara
BMD dan Pengguna Barang yang akan menggunakan
sementgra BMD kepada Pengguna Barang.

Pasal 30 :'

(1) Pengelola Bai‘ang melakukan penelitian atas permohonan

Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam |
- Pasal 29 ayat (1). | |
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan

terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang

dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagannana dimaksud pada

, ayat (2) belum mencukupl, Pengelola Barang dapat

a.

memmta keterangan kepada Pengguna Barang jfang

,mengajukan pervmohvonan_ Penggunaan sementara

BMD; dan

memmta konﬁrma31 dan ldanﬁka31 kepada Pengguna '

‘Barang yang akan menggunakan sementara BMD.

Pasa_l 31

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (1), Bupati memberikan persetujuan

atas Penggunaan sementara BMD.




(2) Persetujuan sebagaunana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan Bupati.

(3) Surat persetujuan sebagaxmana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat

a.‘v data BMD yang akan dxgunakan sementara,
b. Penggpma Barang yang menggunakan sementara
BMD;

c. ‘kewajlban Pengguna Barang yang menggunakan
‘sementara BMD untuk memehhara | dan
| mengamankan BMD yang dlgunakan sementara,

d. Jangka waktu Penggunaan sementara;

e. pembebanan biaya pemehharaan, dan

f. kewajlban Pengguna Barang untuk memndaklan_]utl

_ dalam perjanjian.
(4) Dalam hal Bupati tidak me;iyetujui' permohonan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bupati
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang

disertai alasan.

‘Pasal 32
(1} Apabila jangka waktu Penggunaan sementara atas BMD
telah berakhir, maka: '
a. Pengguna Barang sementara mengcrnbahkan BMD
kepada Pengguna Barang; atau ’

b. dilakukan pengalihan status Penggunaan kepada
| Pengguna Barang yang menggunakan sementara
BMD. |
(2) Mekanisme pengalihan status Penggunaan BMD
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan
Pasal 31 berlaku mutatis mutandzs terhadap mekanisme
pengalihan status Penggunaan kepada Pengguna Barang

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.



(1)

(2)

@)

| Pasal 33
Pengguna Barahg ~ Sementara dapat mengajukah |
permohonan perbanjangan waktu Penggunaan sementara
atas BMD.
Perpanjangan waktu | sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan Pehgguna Bai'ang kepada Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum Jangka waktu Penggunaan
sementara BMD berakhlr
Mekanisme pengajuan permohonan,  penelitian,
persetu_luan,v dan penetapan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32
berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan
pennohonan; pchelitian, persetujuan dan penetapan oleh
Bupati terhadap perpaﬁjangan Penggunaan sementara
BMD. - '

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH YANG

(1)

(2)

DIOPERASIONALKAN OLEH PIHAK LAIN

- Pasal 34 |
Permohonan Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh
pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang
bersangkutan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
Penga_]uan permohonan sebagalmana chmaksud pada
ayat (1) palmg sed1k1t memuat -
a. data BMD; | |
b. pihak lam yang akan menggunakan BMD untuk
dioperasikan;
c. jangka waktu Penggunaan BMD yang dloperasxkan
oleh p1hak lam,
d. penjelasan serta pertlmbangan Penggunaan BMD
 yang dioperasikan oleh pihak lain; dan

e. materi yang diatur dalam perjanjian.



 (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dokumen: |
a. fotokopi keputusan penetvapan} status Penggunaan
‘BMD; ' N

b. fotokopi surat permihtaan pengopérasian dari pihak
lain yé_ng akan mengoperasikan BMD kepada
vPengguna Barang; dan

~ c. fotokopi surat pernyataan dari plhak lain yang akan

o ‘mengoperamkan BMD kepada Pengguna Barang.

(4) Surat pemyataan dan p1hak lain sebagmmana d1maksud
pada ayat (3) huruf ¢ merupakan pernyataan p1hak lam
yang memuat o
a. BMD yang akan dloperaswnalkan dalam rangka

pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah/ Unit Kerja; , , .
 b.  menanggung seluruh biaya pemehharaan BMD yang
timbul selama jangka waktu pengoperasian BMD;
c. tidak menga]ihka;i pengoperasian ~dan/atau
- pemindahtanganan BMD selama "jangka waktu
pengopérasian BMD; dan o
d. mengembalikan BMD kepadd Pengguna Bar;;lg,
“apabila jangka waktu pengoperasian BMD telah

- selesai.

|  Pasal 35 |
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
" Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yang d1persyaratkan

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dlmaksud pada

~ ayat (2) belum mencukupl, Pengelola Barang dapat:

- a me‘minta keterangan kepada Pengguna Barang yang
méngajﬁkari permohonan Penggunaan BMD yang

~ dioperasikan oleh pihak lain;



b memmta konﬁrma31 dan klanﬁkam kepada plhak lam
- ‘yang akan mengopera31kan BMD; '

o co 'mencan 1nforma31 dari sumber 1a1nnya,

N - d ,'melakukan ‘ pengecekan lapangan - dengan

) mempertlmbangkan ana1181s blaya dan manfaat -

| , } ‘Pasal 36 _

o (1) Berdasarkan hasﬂ penehtlan sebagalmana dlmaksud o

dalam Pasal 35 ayat (2), Bupat1 menetapkan Penggunaan -

BMD untuk d10peras1kan oleh p1hak lain. .
'(2} Penggunaan BMD untuk dloperas1kan oleh p1hak lain

V' sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan | o

| Keputusan Bupatl | s |
) (3) Keputusan Bupat1 sebagannana dlmaksud pada ayat (2)
“ - paling sedikit memuat ‘ ' o ‘
| j ‘va. data BMD | ‘ o _
b Jangka waktu Penggunaan BMD untuk
o d1operas1onalkan pihak lain; o -
| c | plhak lain yang akan mengoperasmnalkan BMD
}'d.’ kewapban plhak lam yang mengoperas1kan BMD dan B .
N ‘év. kewajlban Pengguna Barang i A |
a (4) Kewajlban pxhak lain yang niengoperas:kan BMD
o sebagmmana dlmaksud pada ayat 3) huruf d antara lain
memehhara dan mengamankan BMD yang d1opera31kan
' (5) Kewajlban Pengguna Barang sebagannana dlmaksud pada :
ayat (3) huruf e mehput1 I |
Ca memndaklanjutl , Penggunaan : BMD ' “u'ntuk_v :
| ','vdloperas1kan oleh plhak lain dengan per_]an_]lan, dan '
b | ‘melakukan pengawasan dan pengenda.han terhadap‘
e  BMD yang d1opera31kan oleh p1hak lain.
(6 ) Dalam hal Bupat1 tidak menyetu_]m | permohonan i

Pengguna Barang sebaga:mana dunaksud dalam Pasal 34 o

ayat (1), Bupat1 menerbltkan surat penolakan kepadav

Pengguna Barang dxserteu alasan



* Pasal 37 | ‘_

(1) Penggunaan BMD oleh ’Pengguna Barang untuk
dioperasikan oleh plhak lain dltuangkan dalam pexjanjlan
yang d1tandatangam oleh Pengguna Barang dengan plhak
lain. . .

(2) Perjanjian Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 5 (lima) tahun dan dapat dlperpanjang '

(3) Penandatanganan peljanjlan sebagalmana dunaksud
pada ayat (2) dﬂakukan setelah adanya Keputusan |

- Bupati ‘
Pasal 38

Perjanpan Penggunaan BMD untuk d1opera31kan oleh p1hak'

lain sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

sekurang—kurangnya memuat:

data BMD yang menjadi objek

Pengguna Barang;

plhak lain yang mengopera51kan BMD

peruntukan pengoperasian BMD,

- jangka waktu pengoperasian BMD;

Mmoo a0 T op

hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang
mengoperasikan BMD, termasuk kewajiban pihak lain
tersebut | untuk  melakukan @ pengamanan dan
pémeliharaan BMD;

g. pcngaldliran pengoperasian BMD; dan

h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 39 .
(1) Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan
Penggunaan BMD untuk dioperasikan}volehvpihak lain.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat
3 {tiga) bulan sebelum jangka waktu Penggunaan BMD
berakhir., |




(3) Ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 berlaku
mutatis mutandis pada mekanisme permohonan,
penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu
Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.

, | Pasal 40 _‘
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
Penggunaan BMD dilakukan sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan.

Pasal 41
(1) Penggunaan BMD untuk d1operas1kan oleh pihak lain
berakhir apabila: .
a. berakhirnya Jangka waktu Penggunaan BMD untuk
~dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang
dalam perjanjian; | | o
b. perjanjian dlakhm secara sepihak oleh Pengguna
Barang, ' : I \
c. ketentuan lain sesuai dengah ketentuan peraturan
A’ perundang-undangan. |
(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan apablla
a. plhak lain yang mengoperasﬂ{an BMD tidak
":memenuhl kewapbannya ' yang tertuang dalam
: perjanjian; atau
b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran
- Penggunaan} BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain
' sebaga,lmana dituangkan dalam perjanjian.
(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian BMD yang
didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pengguna Barang meminta persetujuan Bupati.



Pasal 42 |
(1) Pada saaf ;jangka- waktu Penggunaan 'BMD untﬁk
dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain
yangv mengoperasikan BMD mengembalikan BMD
- tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acafa
Serah Terima (BAST). | |
(2) Pengguna Barang melaporkan berakhu‘nya Penggunaan
BMD untuk d1operas1kan pihak lain sebageumana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupat1 palmg Iama 1
(satu) bulan sejak dltandatangamnya Benta Acara Serah
Terima (BAST), dengan melamp;rkan foto}gop1 Benta
Acara Serah Terima (BAST). |

BAB IX
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASE’I‘

Pasal 43
(1) Untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan dan
| - pelaporan  BMD secara  akurat dan cepat,
mempergunakan Sistem Informasi Manajemen BMD
'(SIMDA BMD) yang pengadaan dan pemeliharaannya
| dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan
Daerah,
(2) Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah merupakan
~ sistem dalam pengelolaan BMD rnéliputi perencanaan
- kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
- penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.
(3) Sistem Informasi Maﬁajemen Aset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan

terintegrasi.



BAB X
' KE’I‘ENTUAN PENUTUP

o A Pasal 44 ‘
‘Peraturan  Bupati ini mu1a1 berlaku pada tanggal
' diundangkan. - | _

. 'Agar _ setlap orang mengetahulnya, ' ’memerintahkan""
| pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya

3 dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

'Dltetapkan di Karanganyar
o P pada tanggal 9 Oktober 2020
- BUPATI KARANGANYAR
o wd
o L ".f,'JU:L_I?ATMONo
‘Dlundangkan di Karanga.nyar - ‘, AR
'pada tangga19 Oktober 2020 |
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
| S wd
L SUTARNO

’ vBERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 89

. ‘.-h-

" Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR o




‘LAMPIRAN o [

. PERATURAN BUPATI KARANGANYAR B e
* NOMOR 89 TAHUN 2020 D
. TENTANG = . o

* PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN —

- - RENCANA KEBUTUHAN, PENETAPAN DAN -

PENGALIHAN STATUS, PENGGUNAAN BARANG L

o ~ MILIK DAERAH SERTA PENGGUNAAN SIS’I‘EM

INFORMASI MANAJ EMEN ASET

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELAAHAN PENGGUNA BARANG ATAS USULAN PENGADAAN BMD YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA PENGGUNA BARANG

HAS[L PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PENGADAAN) o .
- KUASA PENGGUNA BARANG Y . 2)
. K . . ' TAHUN ..cevrevversenne {3) : .
PEMERINTAH PROVINSI . - S reresessossacen - (4 . »
KABUPATEN/KMA » ERRTTYTTTverrove Halaman....... (1)
PENGGUNA BARANG . v » o N » o o »
Usulan RKBMD - Kebutuhan Maksimum | Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalkan | Kebutuhan Rill BMp | ReocanaKebutuhan Pengadaan [ . o
. s ; . BMD yang Disetujui Pemen et
No ' v . - Kode Nama . Cara uhan
- {Program/Kegiatan/Output {Kode Barang Baran, Jumlah Satuan Jumlah Satuan ‘B B Jumlah Satuan | Jumlah Satuan Jumlah Satuan -
1 cl 2 3 4 5 6 7 8 9 ow ] ot 12 13=7-11] 140 15 16 | 1T - 18
A. Program ........oceezes
1) Kegiatan ...ooprrveeenee
a. Output ..........cco.en
2) Kegiatan .....o..o.000n:
a. Output ......ccoeeenee
<13 5.5 ST
B. Program ...ooovveveesiae
1) Kegiatan
a Output
2) Kegiatan ................
a Output .,
3} DSt. cocvniiznzaenns
C.DSt_overeeeaiarannes ‘ ‘ v : -
(7i (8) 9 (10) _(11) {12} (13) (14} {15) {16} - {17) _ {18) (19) (20) - (21) (22) (23) 24
’ ’ @s)
" Telah diperiksa : g : : o Disetujui, : :
No. | ' Nama Jabatan - Paraf Tanggal PcnggmlaBargpg . {26) .
Pejabat Penatausahaan - . N
Pengguna Barang - )
Pengurus Barang . )
Pengguna ) R
o ;Nﬁa" en ...

en




o Petunjuk Peng131an

(1 DllSl nomor halaman | v . , _ ;
{2} ';DllSl nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan -
@) "Dnm tahun anggaran RKBMD yang dlusulkan N

@) : Diisi 1 nama Provinsi yang bersangkutan | R
. v‘ (5) 'Dllsl nama Kabupaten / Kota yang bersangkutan o
-(‘6)‘ * Diisi nama Pengguna Barang )
(7) ~ Diisi nomor urut o ‘ |
| (8) : »A‘-D11s1 nama program/ keg1atan/ output berdasarkan rencana kerja Perangkat :
._Daerah B , .

9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeﬁkaSI BMD

. yangberlaku IR - ’ j
(10) DllSl nhama barang sesuaJ kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan |

penggolongan dan kodeﬁka& BMD yang berlaku "

(11) Diisi kuant1tas barang yang diusulkan. o
(12) D1131 satuan barang yang dlusulkan sesua1 ketentuan yang berlaku yaltu

panjang (m), luas (m2), unit, buah set dan sebagamya ” ,
(13) Diisi standar kebutuhan makS1mum dengan data mput sesua.1 ketcntuan
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku | |

(14) Diisi satuan kebutuhan maks1murn 'sesuai ketentuan yang berlaku yaltu

- panJang {m), luas (m?2), mt buah, set dan sebagamya ' ’

(15) DllSl kode barang yang mas1h dlmungkmkan untuk dloptlmahsamkan
(16) Diisi nama barang yang ma31h dlmungklnkan untuk dloptlma.hsasﬂ«:an
(17 ) Diisi kuantitas barang masih dlmungkmkan untuk d10pt1mahsa31kan

(18) DllSl satuan barang yang mas,lh dlmungklnkan untuk dloptunahsamkan

sesua1 ketentuan yang berlaku yaltu panJang (m), Iuas (m2), unit, buah set’ A

~dan sebagamya o . : L

(19) Diisi kuantltas kebutuhan rnl yang dlbutuhkan
(20) DllSl satuan kebutuhan rul yang dlbutuhkan |
~ (21) Diisi _]umlah barang pengadaan yang d1setu_]u1 a |
: (22) Dus1 satuan barang pengadaan yang dlSCtllJul sesueu ketentuan yang berlaku |
yaJtu - panjang (m), luas (m?), unit, buah, set dan sebagamya | |
| “ (23) DllSl sesuai dengan cara pemenuhannya mlsalkan sewa atau pembellan |
. (24) Dusx keterangan dan / atau informasi pentmg lalnnya yang perlu d1ungkap

" (25) Diisi tempat dan tanggal dlsahkan o - - '
- (26) Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan

(27 ) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan



B FORMAT BERITA ACARA HASIL PENEIAAHAN PENGGUNA BARANG ATAS USULAN RKBMD PEMELIHARAAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA PENGGUNA L e,

HASIL PEN‘ELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILK DAERAH , L Sy
(RENCANA PEMELIHARAAN). , o R Lo .

KUASA PENGGUNA BARANG annniereessane (2)

TAHUN .o 8) 0 e

PEMERINTAH PROVINSL . £ @) 0L R I _
KABUPATEN/KOTA : - o S e e Halaman e dl)
PENGGUNA BARANG . o

) L IR R o . : o . | Rencana Kebutuhan Pemelihaan
Barang Yang Dipelihara _ . e B Usulan»Keb‘ut\_l_hen Pemeliharaan = - BMD yang disetujui

No - - — -
.. [ Program/Kegiatan/Output{ Kode Barang { Nama Barang ‘Jumlah . Satuan Status Barang BKondxs;:arangB " Nama Pemeliharaan.- | | Jumlah 1Satuan, Jumlah Sgtlmn

3 : 4 : S 6 7 8 9 10 i 11 o 12 - 13 14 ) 16

@ ) )] (10y - _ (1Y (12) (13) (14 | (5 | (16) SRR Y4 B - (18) - (19 . (20) 21 (22)

: L “ evenrnnry 23)
Telah diperiksa : L : - ’ - T e . o  Disetujui, R o
No. Nama v © . Jabatan . Paraf Tanggal - | -~ . PR o .+ . .ti...:... . PenggunaBarang ... ' w4
 |Pejabat Penatausahaan . » o ' L evene iessentaenensassssase ——
Pengguna Barang

Pengurus Barang Pengguna

e " Banghat st - s
NP - - " 29)
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Petunjuk Pengisian:

(1) biisi nomor halaman. . o

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

4) DnSl nama Provinsi yang bersangkutan

(5) Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan

(6) Diisi nama Pengguna Barang

(7) »DllSl nomor urut.

8) Du31 nama program/ keglatan/ output berdasarkan rencana kerja Perangkat.

" Daerah. o

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongah dan
kodeﬁka31 BMD yang berlaku. B

(10) Diisi nama barang yang d1pehhara sesuai kode ‘pada kolom Q) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi BMD yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. . :

(12) Dns1 satuan barang yang dlpellhara sesuau ketentuan yang berlaku yaltu
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set dan sebagamya

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat d1b1aya1 APBD
sepertl dlgunakan send1r1 atau pinjam pakai.

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). |

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).'

(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan. | | | |

(18) Diisi kuantitas barang yang dlusulkan untuk dilakukan pemehharaan

(19) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang
berlaku yaltu panjang (m), luas (m?), unit, buah, set dan sebagainya. .

(20) Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dlpehhara ,

(21) Dns1 satuan barang yang dlSCtUj'l.ll pemehharaannya sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu panjang (m), luas (m2), unit, buah, set dan sebagainya.

(22) DllSl keterangan dan/atau 1nforma31 pentmg lainnya yang perlu diungkap.

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(24) Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan

"(25) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan

k1001 BUPATI KARANGANYAR,
. h- ’
. ttd

JULIYATMONO



